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KATA PENGANTAR 

 
LKPJ-LPPD Kecamatan Bati-Bati ini diharapkan membawa 

perubahan yang signifikan baik bagi aparatur Kecamatan Bati Bati 

maupun masyarakat dan pihak swasta sebagai pihak Pelaksana 

Otonomi Daerah. 

 LKPJ-LPPD Kecamatan Bati-Bati ini disusun selain untuk 

memenuhi ketentuan peraturan dan pertanggungjawaban pengelolaan 

pemerintahan dan keuangan serta merupakan akuntabilitas terhadap 

dana yang dikelola, juga sebagai Pedoman bagi Pelaksanaan Kegiatan 

Kecamatan dalam Mendukung segala Program dan Kebijakan 

Pemerintah Kabupaten Tanah Laut yang ingin dicapai selama 5 (lima) 

tahun. 

LKPJ-LPPD ini diharapkan dapat memberikan arah bagi 

kegiatan penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan, Pembangunan 

dan Kemasyarakatan yang menjadi tugas pokok Kecamatan Bati-Bati, 

juga dalam rangka membantu memfasilitasi segala bentuk Aspirasi 

Masyarakat/Stakeholders dalam rangka upaya peningkatan 

kesejahteraan masyarakat. 

 Besar harapan kami, dokumen ini dapat bermanfaat bagi 

semua pihak serta memotivasi aparatur dan masyarakat Kecamatan 

Bati-Bati berpartisipasi dalam pembangunan di Kecamatan Bati-Bati 

di masa yang akan datang. 

Bati-Bati,   Februari  2022 

Camat Bati-Bati, 

 

 

H. RUDIANSYAH, S.Pd, MM  

                                                                                    NIP. 19640816 198305 1 001 
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BAB I  

PENDAHULUAN 

1.  LATAR BELAKANG 

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 

Pemerintah Daerah dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 

tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dimana data-

data untuk Undang-Undang ini adalah memberikan kewenangan 

kepada Daerah untuk melaksanakan segala kegiatan yang menjadi 

kewenangan daerah.   

Dalam hal ini maka sistem perencanaan menjadi pedoman bagi 

Pemerintah Kecamatan Bati-Bati untuk dapat menyusun LKPJ – LPPD 

Tahun 2021 Kecamatan Bati-Bati. 

Konsep Dasar Pemerintahan Kecamatan adalah dalam upaya 

mendukung segala program dari Pemerintah Kabupaten dengan 

melakukan Sinkronisasi dan Koordinasi Program sehingga akan 

mendapatkan keterpaduan baik program dari Kabupaten, Kecamatan 

maupun Desa. 

LKPJ-LPPD Kecamatan Bati-Bati ini diharapkan dapat 

menggambarkan perubahan yang baik bagi aparatur kecamatan 

maupun masyarakat dan pihak swasta sebagai pihak Pelaksana 

Otonomi Daerah. 

Karena Kecamatan Bati-Bati merupakan Organisasi Satuan 

Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) yang dapat berdiri sendiri dalam 

Pembuatan Perencanaan dan Pengelolaan Keuangan. 

Tujuan Penyusunan LKPJ-LPPD ini adalah untuk memberikan 

arah bagi kegiatan penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan, 

Pembangunan dan Kemasyarakatan yang menjadi tugas pokok 

Kecamatan Bati-Bati, juga dalam rangka membantu memfasilitasi 

segala bentuk Aspirasi masyarakat/Stake Holders dalam rangka 

upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat. 
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1.1 DASAR HUKUM  

Menurut pasal 68 Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 

tetang Pemerintahan Daerah sisebutkan bahwa kepala daerah 

wajib menyampaikan laporan penyelenggaraan Demerintahan 

Daerah, laporan keterangan pertanggungjawaban, dan 

ringkasan laporan penyelenggaran Pemerintahan Daerah.  

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana 

telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 

tahuan 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam 

Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan 

Keuangan Daerah; 

1.1.1 Undang- Undang Pembentukan Daerah 

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan 

Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan 

Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 2765) dengan mengubah Undang-

Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang penetapan Undang-

Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan 

Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1959 Nomor 72); 

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok 

Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan 

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839); 

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 

Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Kolusi 

dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 3851); 
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4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesi Tahun 2004 

Nomor 125, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 

4437) sebagaimana telah diubah dengan Penetapan Peraturan 

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 

tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 

2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493 yang 

ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4558); 

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 

Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintah Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 

2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara 

Pemerintahan, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah 

Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 

Reublik Indonesia Nomor 4737) ; 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang 

Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republkik 

Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4741); 

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 

tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat 

Daerah; 

9. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 11 tahun 

2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Derah 

(RPJMD) 2005-2025; 
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10.  Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 89 Tahun 

2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten 

(Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016); 

11. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 7 Tahun 

2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

Kabupaten Tanag Laut;  

12. Peraturan Bupati Tanah Laut  Nomor 40 tahun 2016 tentang 

Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan; 

13. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 56 Tahun 2018 Tentang 

Uraian Tugas Kecamatan di lingkungan Pemerintah 

Kabupaten Tanah Laut; 

14. Keputusan Camat Bati Bati Nomor 017 tahun 2021 tentang 

Rencana Kerja Kecamatan Bati Bati; 

15. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangakat 

Daerah (DPA-SKPD) Kecamatan Bati Bati tahun Anggaran 

2021. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 

 

2. GAMBARAN UMUM KANTOR KECAMATAN BATI BATI 

a.  Struktur Organisasi 

Sesuai  dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut 

Nomor 114 Tahun 2021 tentang Organisasi Perangkat Daerah 

Kabupaten Tanah Laut, Dalam melaksanakan tugas pokok dan 

fungsinya Kantor Kecamatan Bati Bati Kabupaten Tanah Laut, 

seperti tergambar dalam susunan bagan struktur organisasi yang 

terdiri dari:  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
                                           Jafung                           Jafung 

 

 

 

 

                                             

                                         Kelompok Jafung 

Gambar: 1 Bagan Struktur Organisasi Kecamatan Bati Bati 

 

 

 

Kasi Pelayanan 

SARI MAWARNI, A. Md 
NIP. 19650808 198603 2 022 
 

Kasi Ketentraman & 
Ketertiban 

NOOR HILMI, S  Sos 
NIP. 19681223 2006041004 

Kasi PMD 
 

HELINDA NORLAILINAWATI, S.Pi 
NIP. 19700131 200701 2 012 

Kasi Kemasyarakatan 

Hj. RUKAIYAH, S. Ag 
19681226 2006042002 

Kasubbag Perencanaan               
dan  Keuangan 

 

H. M. NOOR, S.Sos, MPH 
NIP. 19690205 198903 1 

004 

Kasubbag Umpeg 
 
 

Hj. RUSDANIAH, ST 
NIP. 19740217 200701 2 007 

 
JABATAN 

FUNGSIONAL 

Camat Bati Bati 
 

H. RUDIANSYAH, S.Pd, MM 
NIP. 19640816 198305 1 001 

 

Kasi Tata Pemerintahan 

H. FAUZI RIVANI, S.Kep 
NIP. 19730227 199603 1 001 

 

Sekretaris Camat 
 

M. Aminullah, S.ST, MAP 
NIP. 19870308 200602 1 002 
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b. Susunan Kepegawaian 

 Tabel 1. Susunan Kepegawaian Berdasarkan Jabatan tahun 2021 

NO. NAMA / NIP 

 

PANGKAT / 
GOLONGAN 

JABATAN 

1. H. RUDIANSYAH, S.Pd, MM 
19640816 198305 1 001 

Pembina 
III /d 

Camat 

2. M. AMINULLAH, S.ST, MAP 
19870308 200602 1 002 

Pembina 
III /d 

Sekretaris 

3. SARI MAWARNI, A. Md 
19650808 198603 2 022r36  

Penata TK I 
III / d 

Kasi Pelayanan 

4. H. FAUZI RIVANI, S.Sep 
19760227 199603 1 001 

Penata TK I 
III / d 

Kasi Tata Pemerintahan 

5. NOOR HILMI, S.Sos 
19681223 200604 1 004 

Penata TK. I 
III / d 

Kasi Ketentraman dan 
Ketertiban 

6. Hj. RUKAIYAH, S. Ag 
19681226 200604 2 002 

Penata 
III / c 

Kasi Kemasyarakatan 

7. HELINDA NORLAILINAWATI, S. Pi 
19700131 200701 2 012 

Penata TK I 
III / d 

Kasi PM & D 

8. Hj. RUSDANIAH, ST 
19740217 200701 2 007 

Penata Muda TK I  
III / b 

Kasubbag. Umum dan 
Kepegawaian 

9. H. M. NOOR, S.Sos, MPH 

19690205 198903 1 001 

 Pembina/ IV. A  
 

Kasubag Perencanaan 

dan Keuangan 

 10. 
SARINDI, S.Pd 

19680525 19003 1 009 
Pembina/ IV. A 

Analis Data dan 
Informasi 

11. SUDARNI 

19650910 198903 2 010 

Penata Muda TK I  
III / b 

Pengadministrasian 
Umum  

12 M U T T A B A, S.Pd 
NIP.19660903 201001 1 001 

Penata Muda  
III / a 

Pengadministrasian 
Pemerintahan 

13. RAMLAN P, S.AN 
NIP. 19721105 200701 1017 

Penata Muda TK I  
III / b 

Analisis Data dan 
Informasi 

14. MUHAMMAD PAMUNGKAS 
NIP. 19741114 199603 1 002 

Pengatur TK. I  
II / d 

Pengelola Kesejahteraan 
Sosial 

15. AGUS WAHYUDHI, A. Md 
19760801 201001 1 004 

Pengatur TK. I  
II / d 

Pengadministrasian 
Sarana dan Prasarana 

16. 
USMAN  JANATAN 
NIP. 19670903 200604 1 006 

Pengatur   
II / c 

Pengadministrasian 
Umum 

17. SYLKA FAHRINA, A. Md 
NIP. 19911213 201502 2 003 

Pengatur 
II / c 

Bendahara Pengeluaran 

18. 
M. FUADI AZIZ MURI, A. Md 
NIP. 19981022 202012 1 006 

Pengatur 
II / c 

Pengelola Teknologi 
Informasi 

19. 
AHMAT RASUNI 
19750520 201001 1 007 

Pengatur Muda TK.I 
II / b 

Pengelola Pemberdayaan 
Masyarakat 

20    

21 
    

22    

 

Tabel 2.  Jumlah PNS kantor kecamatan Bati-Bati tahun 2021 

berdasarkan pangkat  / golongan : 
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NO. PANGKAT URAIAN 
JUMLAH 

(ORANG) KETERANGAN 

 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

 

Pembina Tingkat I 

Pembina 

Penata TK. I 

Penata Muda Tk. I 

Penata Muda 

Pengatur Tk. I 

Pengatur 

Juru TK. I 

Juru 

 

Golongan 

Golongan 

Golongan 

Golongan 

Golongan 

Golongan 

Golongan 

Golongan 

Golongan 

 

IV / b 

IV / a 

III / d 

III / b 

III / a 

II / d 

II / c 

I / d 

I / c 

 

0 

2 

6 

5 

1 

3 

4 

 

 

 

 
 

 

 

JUMLAH 19  

 

Tabel 3. Jumlah PNS dan PTT kantor Kecamatan Bati-Bati tahun 

2021 berdasarkan kualifikasi pendidikan : 
 

NO. PENDIDIKAN JUMLAH ORANG KETERANGAN 

 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

 

Magister/Strata 2/ S2 

Sarjana / Strata 1 / S1 

D IV 

D III 

SLTA / Sederajat 

SLTP / Sederajat 

SD / Sederajat 

 

3 

10 

0 

4 

7 

1 

0 

 

 

 

JUMLAH 25  

 

c. Bangunan Gedung Kantor Kecamatan Bati Bati 

Kantor Kecamatan Bati Bati sejak tahun 2017 menempati 

bangunan gedung kantor baru dengan desain konstruksi 

bangunan gedung kantor modern dan permanen dengan dua 

lantai. Lantai dasar digunakan untuk kegiatan pelayanan umum 

terhadap masyarakat dan pelaksanaan kegiatan program dan 

administrasi perkantoran sedangkan lantai dua digunakan untuk 

aula pertemuan, mushalla dan secretariat PKK. Gedung kantor 

Kecamatan Bati Bati ini mulai dibangun Pemerintah Kabupaten 
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tahun 2015 dan 2016 dan dimanfaat pada tahun 2017. Gedung 

kantor Kecamatan Bati Bati dibangun diatas tanah milik 

Pemerintan Daerah Kabupaten Tanah Laut dan sumber dana 

pembangunan berasal dari APBD Tanah Laut secara bertahap 

yaitu tahun Anggaran 2015 dan 2016. Anggaran pembangunan 

gedung kantor Kecamatan Bati Bati sebesar Rp. 4.446.158.300,- 

dengan luas bangunan 1.104 M2. 

 

 

Gambar: 2 Gedung Kantor Kecamatan Bati Bati 

 

d. Kondisi Sarana dan Prasana 

Tabel 4. Sarana dan Prasarana Kantor Kecamatan Bati-Bati 
Tahun 2021: 

NO. JENIS JUMLAH KETERANGAN 

1. Meja Pimpinan Rapat 3 unit  

2. Kursi Pimpinan Rapat 4 Unit  

3. Kursi Kerja staf 15 unit  
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4. Kursi Kerja pimpinan 9 Unit  

5. Kursi rapat biasa 100 unit 50% RB 

6. Komputer PC 11 unit 1 Rusak Berat 

7. Lap top 7 unit 2 Kurang Baik 

8. Mesin ketik manual 1 unit  

9. Mobil Dinas dan Bus Dinas 3 unit 1 Kurang Baik 

10. Kendaraan Dinas R2 8 unit 3 Kurang Baik 

11. Scanner 1 unit  

12. Brankas 1 unit  

13. Camera 1 unit  

14. Proyektor 1 unit  

15. Sound system 1 set Kurang Baik 

16. AC Split 8 unit 3 Kurang Baik 

17. Meja Kerja Staf 15 unit  

18. Meja Kerja pimpinan 9 unit  

19. Meja rapat (membentuk meja bundar) 6 unit  

20. Kursi rapat busa 12 unit  

21. Bangku tunggu 3 unit  

22. Mimbar / podium 1 unit  

23. Printer 16 unit  

24. Rak Buku (kayu) 2 unit  

25. Pesawat telephone dan jaringannya 1 unit  

26. Rak TV 1 unit  

27. Tabung Gas 12 Kg 1 unit  

28. Kompor Gas 1 unit  

29. Lemari es 2 unit  

30. Lemari kayu 2 unit  

31. Filling cabinet 10 unit  

32. Mesin Pompa air 1 unit  

33. Lemari Pakaian 1 unit  

34. Tempat tidur 2 unit  

35. Kipas Angin 6 unit 4 Rusak Berat 

36. Rak piring 1 unit  

37. Mesin potong rumput 1 unit  

38. TV 1 unit  

39. UPS 11 unit  

40. Dispencer 1 unit  

41. Kursi rapat (lipat) 100 unit rusak ringan 

42. Tabung Pemadam kebakaran 1 unit  

    

NO. JENIS JUMLAH KET. 

43. Tempat sampah besi/almunium 3 unit  

44. Mesin fax 1 unit  

45. Tangga lipat 1 unit Rusak Berat 

46. White Board 2 unit  

47. Lemari Besi / Kaca Pintu Geser 2 unit  
 

Sarana dan prasarana yang ada pada kantor Kecamatan Bati-

Bati, untuk memenuhi standar minimal pelayanan publik dan 

fungsi penunjang administrasi pemerintahan sudah mencukupi 

meskipun belum maksimal.  Hal ini dapat dilihat dengan 
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terpenuhinya kebutuhan administrasi pelayanan maupun 

administrasi perkantoran.   

Namun kedepannya tetap diperlukan penambahan sarana dan 

prasarana penunjang guna memenuhi target peningkatan kualitas 

pelayanan kepada masyarakat dan administrasi perkantoran 

sebagai fungsi penunjang administrasi pemerintahan. 

Rencana penambahan/pengadaan tersebut antara lain: 

Generator Set, Kursi Rapat, Komputer PC, Printer Multi Fungsi, 

Mesin Penyegar Ruangan, dan peralatan atau perlengkapan kantor 

lainnya yang dibutuhkan pada Kantor Kecamatan Bati-Bati. 

e. Data Statistik 

Kecamatan Bati-Bati adalah bagian dari wilayah Kabupaten 

Tanah Laut, terletak pada : 

114,691o – 114,92o  Bujur Timur 

3,51086o – 3,6318o  Lintang Selata 

 Dengan batas-batas : 

Sebelah Utara : Kota Banjarbaru 

 Sebelah Timur : Kabupaten Banjar dan Kecamatan Bajuin 

Sebelah Barat : Kecamatan Kurau dan Bumi Makmur 

 Sebelah Selatan : Kecamatan Tambang Ulang 

  Tinggi dari permukaan laut sebagian besar : 25 meter 

Luas Wilayah : 234,75 Km2 

 Jumlah Desa : 14 Desa 

Jarak tempuh Kecamatan Bati-Bati ke pusat pemerintahan 

adalah : 

a) Jarak pusat pemerintahan Kecamatan Bati-Bati dengan pusat 

pemerintahan Kabupaten Tanan laut adalah 25 Km dengan 

waktu tempuh 30 menit. 

b) Jarak pusat pemerintahan Kecamatan Bati-Bati dengan pusat 

pemerintahan Provinsi Kalimantan Selatan adalah 35 Km 

dengan waktu tempuh 60 menit. 

              Tabel 5. Jumlah Desa di Kecamatan Bati-Bati dan Luas 

Wilayahnya 
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No. Desa Luas (Km2) Persentase 

1. Benua Raya 13,00 5,54 

2. Bati – Bati 9,00 3,83 

3. Padang 7,00 2,98 
4. U j u n g 6,00 2,56 

5. Ujung Baru 10,00 4,26 

6. Nusa Indah 23,00 9,80 

7. Kait – Kait 15,76 6,71 

8. Kait – Kait Baru 9,24 3,94 
9. Bentok Darat 40,00 17,04 

10. Banyu Irang 14,00 5,96 

11. Bentok Kampung 27,75 11,82 

12. Sambangan 8,00 3,41 

13. Liang Anggang 31,50 13,42 

14. Pandahan 20,50 8,73 

Jumlah 234,75 100,00 

            

            Tabel 6. Jumlah  Rukun Tetangga (RT)  dan Rukun Warga (RW)   
                         di Kecamatan Bati-Bati tahun 2021 

No. Desa Rukun Tetangga (RT) RW/Dusun 

1. Benua Raya 15 4 

2. Bati – Bati 12 4 

3. Padang 10 3 

4. U j u n g 8 2 

5. Ujung Baru 7 3 

6. Nusa Indah 10 3 

7. Kait – Kait 13 4 

8. Kait – Kait Baru 14 6 

9. Bentok Darat 16 5 

10. Banyu Irang 16 3 

11. Bentok Kampung 8 2 

12. Sambangan 4 2 

13. Liang Anggang 12 6 

14. Pandahan 10 2 

Jumlah 155 49 
 

Dalam pelaksanaan roda pemerintahan salah satu 

komponen yang sangat penting adalah masyarakat / penduduk, 

dimana keberhasilan dari suatu pemerintahan bisa dilihat dari 

peran serta masyarakatnya dalam mendukung program-program 

serta peraturan-peraturan yang telah disusun oleh aparat 

pemerintah tersebut. 
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Masyarakat Kecamatan Bati-Bati merupakan penduduk 

yang heterogen dengan berbagai macam suku, namun 

kebhinekaan ini memberikan dinamika tersendiri bagi masyarakat 

Kecamatan Bati-Bati.  

Tabel 7. Jumlah kepadatan penduduk Kecamatan Bati-Bati   

              tahun 2021 

No. Desa 
Luas Desa 

(KM²) 

Jumlah 

Penduduk 

(Jiwa) 

Kepadatan 

Peduduk Per 

KM² 

1. Benua Raya 13,00 4.154 309 

2. Bati – Bati 9,00 4.924 585 

3. Padang 7,00 3.100 445 

4. U j u n g 6,00 4.511 432 

5. Ujung Baru 10,00 2.356 246 

6. Nusa Indah 23,00 4.168 184 

7. Kait – Kait 15,76 2.016 146 

8. Kait – Kait Baru 9,24 1.920 226 

9. Bentok Darat 40,00 3.635 93 

10. Banyu Irang 14,00 3.714 200 

11. Bentok Kampung 27,75 2.253 91 

12. Sambangan 8,00 1.262 142 

13. Liang Anggang 31,50 3.916 128 

14. Pandahan 20,50 2.295 131 

Jumlah 234,75 44.224 182 

 

Tabel 8. Jumlah penduduk menurut jenis kelamin dan sex ratio 
tahun 2021 

No Desa 
Jenis Kelamin 

Jumlah Sex Rasio 
Laki-laki Perempuan 

1. Benua Raya 2.072 2.082 4.154 105,43 

2. Bati – Bati 2.547 2.377 4.924 109,01 

3. Padang 1.627 1.473 3.100 104,75 

4. U j u n g 2.051 2.460 4.511 100,15 

5. Ujung Baru 1.199 1.157 2.356 104,74 

6. Nusa Indah 2.196 1.972 4.168 109,60 

7. Kait – Kait 986 1.030 2.016 108,49 

8. Kait – Kait Baru 964 958 1.920 106,38 

9. Bentok Darat 1.831 1.804 3.635 105,89 

10. Banyu Irang 1.772 1.992 3.714 109,42 



13 

 

11. Bentok Kampung 1.147 1.106 2.253 109,38 

12. Sambangan 678 584 1.262 114,96 

13. Liang Anggang 2.006 1.910 3.916 108,60 

14. Pandahan 1.147 1.148 2.295 102,86 

Jumlah 22.223 22.083 44.224 106,95 
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BAB II 

PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN 

1. URUSAN WAJIB 

 Penyelenggaraan urusan wajib SKPD dalam rangka mencapai 

tujuan, sasaran, indikator dan target kinerja Kantor Kecamatan Bati-

Bati 1 (satu) tahun berjalan, dijabarkan dalam program dan kegiatan 

SKPD yang ada pada DPA tahun 2021. 

a. Tingkat Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) 

Pelayanan Publik (Publik Service) dan birokrasi Publik 

merupakan satu perwujudan dari fungsi Aparatur Negara sebagai 

abdi masyarakat disamping sebagai abdi negara. Pelayanan publik 

oleh birokrasi publik dimaksudkan untuk mensejahterakan 

masyarakat.  Dengan demikian pelayanan publik diartikan sebagai 

pemberian layanan (melayani) orang atau masyarakat yang 

mempunyai kepentingan pada organisasi itu sesuai  dengan aturan 

pokok dan tata cara yang telah ditetapkan. 

Selaku Penyedia Layanan Publik Kecamatan Bati-Bati 

melaksanakan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) sebagai upaya 

perbaikan pelayanan dan peningkatan kualitas pelayanan publik.  

Hasil pengolahan Survey Kepuasaan Masyarakat atas pelayanan 

aparatur di Kantor Kecamatan Bati-Bati di Tahun 2021 yang 

disajikan dalam nilai /Indeks Kepuasan Masyarakat adalah 81,13 

dengan katagori “baik” 

Nilai IKM Unit Pelayanan: 81,13 masuk dalam katagori baik 

Tabel. 9. Kategori Mutu Pelayanan : 

A (Sangat Baik) : 81,26 – 100,00 

B (Baik) : 62,51 – 81,26 

C (Kurang Baik) : 43,76 – 62,50 

D (Tidak Baik) : 25,00 – 43,75 
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b. Kesesuaian Perencanaan Pembangunan (Kesesuaian antara 

Renstra dan Renja) 

Penyelenggaraan urusan wajib SKPD dalam rangka mencapai 

Visi, Misi dan tujuan Kantor Kecamatan Bati-Bati  1 (satu) tahun, 

dijabarkan dalam program dan kegiatan SKPD yang ada pada RKA 

dan DPA-SKPD. 

c. Program dan Kegiatan 

Program dan kegiatan yang mendukung urusan wajib SKPD 

di Tahun 2021 adalah sebagai berikut : 

1. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum, 

dengan kegiatan: 

1) Pelatihan dan sosilaisasi masalah ketertiban dan 

Keamanan di masyarakat. 

2. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Keluhrahan, 

dengan kegiatan: 

1) Fasilitasi sarana promosi dan hasil produksi 

2) Pembinaan dan pelatihan sosialisasi  

3) Bimbingan teknik/sosilaisasi pengelolaan keuangan desa. 

3. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 

Kabupaten/Kota, dengan kegiatan: 

1) Menyelenggrakan Rapat Rapat koordinasi dan konsultasi. 

2) Penyusunan dokumen laporan dan perencanaan daerah. 

3) Melakukan pemeliharaan sarana dan prasana 

perkantoran. 

4) Pengadaan penyediaan perlengkapan kantor.  

4. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa, 

dengan kegiatan : 

1) Administrasi tata kelola pemerntahan desa. 

2) Fasilitasi Singkronisasi Perencanaan Pembangunan 

Daerah dengan Pembangunan Desa. 

3) Fasilitasipatif. 

5. Program Penyyelenggraan Pemerintahan dan Pelayanan 

Publik, dengan kegiatan: 
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1) Fasilatasi percepatan pencapaian standar pelayanan 

minimal wilayah Kecamatan.  

2) Malaksanakan pelayanan terhadap masyarakat 

diantaranya; pelayanan KTP, KK, SKCK, IMB, ahli waris 

dan surat keterangan lainnya. 

6. Program Penyelenggaraan Urusam Pemerintahan Umum 

dengan kegiatan: 

1) Melakukan kegiatan seni, budaya, festival, lomba cipta, 

kompetisi alah raga. 

2) Mengadakan silaturahim antar instansi melalui safari 

Ramadhan. 

3) Melakukaan pembinaan kepemudaan dan keagamaan. 

d. Alokasi dan Realialisasi Anggaran 

Realisasi pelaksanaan Program dan Kegiatan dan Sub 

Kegiatan  Kecamatan Bati Bati tahun  2021 untuk Urusan Wajib 

SKPD, dengan anggaran sebesar 797.611.167,-. Adapaun realisasi 

serapan keuangannya adalah sebesar Rp.  609.504.380,-,- atau 

serapan dana mencapai 76,41%, dengan rincian seperti dijabarkan 

kedalam tabel berikut: 

Tabel 10. Realisasi Capaian Pelaksanaan Kegiatan dan Sub 

Kegiatan Tahun Anggaran 2021, rusan Wajib SKPD 

NO Kegiatan/Sub Kegiatan Anggaran (Rp.) Realisasi (Rp.) 
Capaian 

(%) 

1 Kegiatan: Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 

 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat 
Daerah 

26.233.176,- 25.631.010,- 97,70 

2 Kegiatan: Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 

 
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut 
Kelengkapannya 

18.000.000,- 16.752.000,- 93,07 

3 Kegiatan: Administrasi Umum Perangkat Daerah 

 
Penyediaan Komponen Instalasi 
Listrik/penerangan Gedung Kantor 

3.109,100,- 2.985.000,- 96,01 

 Penyediaan  Peralatan dan Perlengkapan Kantor 25. 299.600,- 23.315.500,- 92,16 

 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan 4.183.200,- 3.328.000,- 79,56 

 
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan 
Perundang Undangan 

3.000.000,- 2.280.000,- 76,00 
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Sumber Data Laporan Keuangan tahun 2021 

 

 

 
Penyelengggaraan Rapat Koordinasi dan 
Konsultasi SKPD 

68.360.000,- 52.135.200,- 76,27 

4 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 

 
Penyediaan Jasa  Komunikasi,  Sumber Air dan 
Listrik 

57.995.200,- 30.642.358,- 52,84 

 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 96.762.028 94.902.988,- 98,08 

5 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 

 Pemelihraan Peralatan dan Mesin Lainnya 11.000.000,- 6.152.800,- 55,93 

 
Penyediaan Jasa Pemeliharaan,Biaya 
Pemeliharaan, Pajak, Perizinan Kendaraan Dinas 
Operasional atau Lapangan 

84.735.776,- 78.358.324 92,47 

6 
Kegiatan: Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Yang Tidak Dilaksananakan Oleh Unit 
Perangkat Daerah  Yang Ada Dikecamatan 

 
Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar 
Pelayanan Minimal Di Wilayah Kecamatan 

14.999.800,- 12.264.200,- 81,76 

7 Kegiatan: Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 

 
Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan 
Pemberdayaan Masyarakat dilakukan  Oleh 
Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kecamatan 

18.350.727,- - 0 

 
Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan 
Masyarakat di Wilayah Kecamatan 

30.394.900,- 14.050.000,- 46,22 

8 Kegiatan: Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum 

 
Sinergisitas dengan Kepolisian Negara Republik 
Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan 
Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 

9.211.700,- 8.670.000,- 94,12 

9 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah 
 

 

Pembinaan Wawasan Kebangsaan, vKetahanan 
Nasional Dalam Rangka Memantapkan 
Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang 
Undang 1945 

    27.022.980,- 20.764.700,- 76,84 

 

Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, 
Umast Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya 
Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, 
Regional dan Nasional 

254.732.180,- 182.426.700 71,62 

10 
Kegiatan: Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan 
Desa 

 Fasilitasi Administrasi Tata Pememrintahan Desa 20.399.800 18,576.800,- 91,01 

 
Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pemba 
ngunan Dearah dengan  Pembangunan Desa 

7.821.000,- 4.610.000,- 58,94 

 
Fasilitasi Penyusunan Perencanaan 
Pembangunan Partisipatif 

16.000.000,-    11.658.800,- 72,87 

JUMLAH  796.611.167,- 609.504.380,- 76,42 



18 

 

e. Pencapaian Pendapatan 

Kebijakan pendapatan diarahkan pada peningkatan kapasitas 

dan kemandirian dengan intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-

sumber pendapatan serta dikelola dengan mengembangkan prinsip 

akuntabel, transparan, ekonomis, efisien, dan efektif bagi 

peningkatan pelayanan sektor publik.  

Pendapatan Kantor Kecamatan Bati Bati saat ini hanya 

diperoleh dari hasil retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) non 

komersial dengan target Pendapatan tahun 2021 sebesar Rp. 11. 

895.000,- dengan capaian realisasi pendapatan sebesar Rp. 

12.279.600,- atau 103,23%. Adapun gambaran secara rinci desa 

mana saja menyumbangkan pendapatan Kantor Kecamatan Bati Bati 

tahun 2021 dapat dilihat dalam uraian tabel berikut; 

           Tabel 11. Rekapitilasi Capaian Pendapatan Melalui IMB tahun 2021 

No. Bulan Nama Jenis Bangunan  Alamat/Desa 

1. 07 Jan  2021 Ahyar Rumah Tinggal Bati-Bati 

2. 17 Pebr 2021 H.Hasanuddin Rumah Tinggal Ujung 

3. 15 Mart 2021 Syamsuria Amin Rumah Tinggal Liang Anggang 

4. 10 Mei 2021 H.Hamzah Rumah Tinggal Pandahan 

5. 19 Mei 2021 H.Mubsirin Rumah Tinggal Ujung 

6. 22 Juni 2021 Amat Aini Rumah Tinggal Ujung 

7 01 Sept 2021 Willy Darmasun  Rumah Tinggal Nusa Indah 

 8. 02 Sept 2021 Gunawan Supriant Rumah Tinggal Nusa Indah 

9. 07 Sept 2021 Sa’adah Rumah Tinggal Bentok Kampung 

10. 09 Sept 2021 Suyanto Rumah Tinggal Nusa Indah  

11 09 Sept 2021 Mashadi Rumah Tinggal Liang Anggang 

12. 22 Sept 2021 M.Badrul Ihksan Rumah Tinggal Benua Raya 

13. 01 Okt2021 Birhasani Pagar Benua Raya 

14 12 Okt 2021 Suri Rumah Tinggal Bentok Kampung 

15 12 Okt2021 H.Ahmad Syaroni Rumah Tinggal Liang Anggang 

16. 13 Okt 2021 H.Salni Rumah Tinggal Bati-Bati 

17. 13 Okt 2021 Arbayah Rumah Tinggal Banyu Irang  

18. 14 Okt 2021 M.Nurramadan Rumah Tinggal Nusa Indah 

19. 21 Okt 2021 Yulius Appolo S Pagar Bentok Kampung 

           Sumber Data Laporan Tahunan Pendapatan 2021 
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2. Rekomendasi Perizinan Usaha  

  Untuk kegiatan pelaksanaan rekomendasi perizinan  usaha diwilayah 

Kecamatan Bati Bati tahun 2021 berdasrkan usulan masyarakat berjumlah 

39 usaha, untuk melihat sebaran dan jenis usaha yang diberikan 

rekomendasi perizinan dapat dilihat pada tabel berikut: 

Tabel 12. Rekapitulasi Rekomendasi Wilayah Kec. Bati Bati tahun 2021 
 

No 
 

Tgl/Thn 
 

Nama 
Jenis Bangunan 
/Rekomendasi 

 
Alamat/Desa 

1. 07-01-2021 Ir .Ahyar Toko Rt.03 Rw.01 Desa 
Bati-Bati 

2. 29-01-2021 Wiji Sasongko 
/PT.Indofood S. M 

Gudang Limbah Km.63,5 Desa 
Liang Anggang . 

3. 18-02-2021 Hj.Hurhani Pangkalan LPG 3 
Kg 

Rt.01 Rw.01 Desa 
Ujung 

4. 19-02-2021 KPN Darma Bakti 
(Koperasi) 

Perpanjangan 
SKTB 

Rt.01 Rw.01 Desa 
Padang . 

5. 15-03 2021 M.Syamsurya Amin Sarang Walet Rt.01 Rw.01 
Liang Anggang . 

6. 29-03-2021 Suryani/PT.Bregeston
e KalimantanPlantatio 

Rumah Asap Rt.08 Rw.04 
Bentok Darat . 

7 14-04-2021 PT.Ciomas Adisatwa 3 Buah Kandang 
Ayam 

From I,II dan 3 
Rt.05 Ujung Baru 

 8. 23-04-2021 PT.Indofood Sukses 
Makmur 

Canopy Loding 
Barang 

Km.63,5 Desa 
Liang Anggang . 

9. 30-04-2021 CV.Tujuh Pilar Utama Pertashop BBM Rt.14 Rw.06 
Kait-Kait Baru  

10. 30-04-2021 PT.DAYAMTRA 
Komonikasi 

Manara Tower Rt.02 Rw.01 
Bentok Darat .  

 
11. 

 
02-09-2021 

 
PT.Mitra Sinar Jaya 

Kdg Ayam, Gdg 
& Pos Jaga 

Rt.07 Rw.03 Desa 
Ujung Baru  

12. 18-05-2021 H.Tere Kandang Ayam Rt.12 Rw.04 Desa 
Bati-Bati 

13. 24-05-2021 Ramlan Pangkalan Gas 
LPG 3 Kg 

Rt.01 Rw.01 Desa  
Pandahan . 

14. 28-05-2021 Muhammad Reza  Kandang Ayam  Rt.12 Rw.04 Desa 
Bati-Bati 

15. 28-05-2021 Muhammad Indri 
Kamil 

Kandang Ayam  Rt.12 Rw.04 Desa 
Bati-Bati 

16 07-07-2021 PT.Raden Paji 
Soeparto 

SIUP dan SITU Rt.09 Rw.01 Desa 
Nusa Indah   

17. 07-07-2021 Purnama Wati Toko Rt.01 Rw.01 Desa 
Ujung 

18. 14-08-2021 Rianto Toko Rt.14 Rw.04 
Kait-Kait Baru .  

19. 02-09-2021 Lesman Brahmana Pangkalan LPG 3 
Kg 

Rt.07 Rw.04 
Liang Anggang. 

20. 09-092021 Sri Ani Rose Pangkalan LPG 3 
Kg 

Rt.05 Rw.02 Desa 
Nusa Indah  

21. 06-09-2021 Sa’adah Depo Air Minum Rt.04 Rw.02 
Bentok Kampung  

22. 07-09-2021 PT.Langgeng Jaya 
Persada 

Perumahan 38 
Unit 

Rt.10 Rw.02 Desa 
Nusa Indah  
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23. 07-09-2021 Gunawan Supriatno Bengkel Las Rt.03 Rw.03 Desa 
Nusa Indah  

24. 27-09-2021 Muhammad 
Fahrurrazi 

Pangkalan   LPG 
3 Kg 

Rt.07 Rw.04 Desa 
Kait-Kait Baru . 

25. 27-09-2021 H.Birhasani  Gudang Pupuk Rt.09 Rw.04 Desa 
Benua Raya . 

26. 27-09-2021 Hj.Jurmiah Pangkalan LPG 3 
Kg  

Rt.04 Rw.02 Desa 
Liang Anggang . 

27. 19-02-2021 KPN Darma Bakti 
(Koperasi) 

Perpanjangan 
SKTB 

Rt.01 Rw.01 Desa 
Padang . 

28. 15-03-2021 S u r i Kolam Ikan Rt.07 Rw.02 Desa  
Bentok Kampung 

29. 11-03-2021 Hj.Dahriyah  Toko Bangunan Rt.10  Rw.04 
Desa Bati=Bati . 

30. 14-10-2021 Nurdin Pangkalan Gas 
LPG 3 Kg 

Rt.01 Rw.01 Desa 
Nusa Indah 

 
31. 

13-10-2021 Mashadi Pangkalan Gas 
LPG 3 Kg 

Rt.12 Rw.06 Desa 
Liang Anggang . 

32. 14-10-2021 Arbayah Toko Rt.07Rw.03 Desa 
Banyu Irang . 

33. 14-10-2021 Adi Wijaya Minimarket Rt.01 Rw.01 Desa 
Liang Anggang . 

 
34. 

 
22-11-2021 

 
Erliyana 

Gudang LPG 3 
Kg 

Rt.03 Rw.01 Desa 
Sambangan . 

 
35. 

 
23-11-2021 

 
Abertus Siswadi K 

Pangkalan LPG 3 
Kg 

Rt.02 Rw.01 Desa 
Nusa Indah . 

 
36. 

 
08-12-2021 

 
H.Khairani 

Pangkalan LPG 3 
Kg 

Rt.02 Rw.01 Desa 
Ujung Baru 

 
37. 

 
21-12-2021 

PT.Indofood Sukses 
Makmur 

Instalasi Limbah Km.63,5 Desa 
Liang Anggang . 

 
38. 

 
28-12-2021 

 
Achmadi 

Pangkalan LPG 3 
Kg 

Rt.01 Rw.02 Desa 
Nusa Indah 

 
39. 

 
29-12- 2021 

 
Ahmad Safitri 

Pangkalan LPG 3 
Kg 

Rt.01 Rw.02 Desa 
Benua Raya 

      Sumber Data Laporan Bendahara Penerima tahun 2021 
 

3. FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 

a. Kesesuaian Perencanaan Pembangunan (Kesesuaian antara 

Renstra dan Renja) 

Penyelenggaraan Fungsi Penunjang urusan Pemerintahan 

Daerah untuk mendukung tercapainya kepuasan publik atas 

pelayanan aparatur Kantor Kecamatan Bati-Bati selama Tahun 

2021, dijabarkan dalam program dan kegiatan SKPD yang ada. 

b. Pelaksanaan Kegiatan. 

Pelaksanaan kegiatan yang mendukung urusan tersebut di 

Tahun 2021 adalah sebagai berikut : 

     1. Kegiatan Administrasi Perkantoran, dengan kegiatan : 

1) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya air dan listrik, 
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2) Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan 

Dinas/Operasional, 

3) Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan, 

4) Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor, 

5) Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan kantor, 

6) Penyediaan Alat Tulis Kantor, 

7) Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan, 

8) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan dan 

Bangunan kantor, 

9) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor, 

10) Penyediaan bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-

undangan, 

11) Penyediaan Makanan dan Minuman, 

12) Rapat-rapat koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah,  

13) Rapat-rapat koordinasi dan koordinasi di Dalam Daerah, 

dan 

14) Penyediaan Jasa Penunjang Kinerja SKPD. 

2. Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat, dengan kegiatan : 

1) Fasilitasi Pengembangan Sarana Promosi dan Hasil Produksi 

( Pameran/EXPO) 

2) Pelaksanaan Bimbingan Teknis, Pelatihan Pengelolaan 

Keuangan desa 

3) Pemnyedian Stimulan Pembangunan Desa. 

4. Kegiatan Koordinasi dan fasilitasi Penyelenggaraan  

Pemerintahan Umum dan Pemerintahan Desa, dengan 

kegiatan: 

1). Pendampingan Pengelolaan Keuangan Desa. 

2). Pendampingan Pengelolaan Pemerintahan Umum Desa 

5. Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Kegiatan Keagamaan, Sosial 

dan Kebudayaan di Masyarakat, dengan kegiatan: 

1). Pembinaan Generasi Muda Melalui Karang Taruna 

2). Pembinaan Generasi Muda Melalui Tokoh Keagamaan 

3). Peningkatan Silaturahin antar Instansi dan Masyarakat 
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6. Kegiatan Perencanaan Pembangunan Kecamatan dan desa, 

dengan Kegiatan; 

1). Penyelenggaraan Pra dan Musrenbang desa 

2). Penyelenggaraan Pra dan Musrenbang tingkat Kecamatan. 

7. Kegiatan Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Kinerja 

SKPD, dengan kegiatan: 

1). Penyusunan Rentra/Renja SKPD, RKA, dan DPA-SKPD 

2). Penyusunan Laporan Realisasi Kinerja Fisik SKPD 

3). Penyusunan Laporan Realisasi Kinerja SKPD 

3. KEGIATAN PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA 

ALAM DAN NON ALAM 

a. Bencana Alam Banjir 

 Pada awal tahun 2021 di wilayah Kecamatan Bati Bati telah 

terjadi bencana alam berupa banjir, akibat musibah banjir ini 

dikecamatan Bati Bati ada  4 desa yang mengalami dampak yang 

sangat parah yaitu, desa Benua Raya, Pandahan, Nusa Indah dan 

Banyu Irang dengan 2.218 buah rumah terendam dan sebanyak 

7.731 jiwa jadi korban banjir sehingga harus melakukan 

pengungsian, pengungsian musibah banjir bukan saja berasal dari 

Kecamatan Bati Bati juga dari wilayah Kecamatan Kurau dan Kec. 

Bumi Makmur serta dari Kabupten Banjar dan Kodya Banjarbaru. 

Akibat dari kejadian musibah banjir tersebut ada berepa jalan 

protokol/utama yang tidak bisa dilewati seperti desa Pandahan 

yang memutus akses untuk ke Propinsi, desa Banyu Irang yang 

memutus akses jalan ke Kodya Banjarbaru dan dan Kabupaten 

Banjar, Desa Benua Raya yang memutus akses jalan ke Kabupaten 

Tanah Laut. 

  Menindaklanjuti kejadian Pihak Aparatur Kecamatan Bati 

Bati Bersama TIM SATGAS, PMI, BPBD, POLSEK, DANRAMIL, 

SALPOL PP dan masyarakat bersatu padu ikut terlibat dalam 

penanggulangan banjir. 

Diantaranya membuka Posko Logistek Induk di Kantor Kecamatan 

serta desa desa terdampak juga membuka Posko penangulangan 
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banjir, karena jumlah masyarakat yang terdampak banjir cukup 

banyak yang melakukan pengungsian sehingga perlu 

mempersiapkan Posko posko lainnya berupa; dapur umum dan 

Posko Kesehatan.  Dapur umum berjumlah 9 buah  dan Posko 

Kesehatan 3 buah didirikan Bersama aparatur pemerintahan 

beserta satgas bencana dan masyarakat di desa masing masing 

diantaranya; 

- Desa Banyu Irang 1 dapur umum dan 1 Posko Kesehatan 

- Desa Pandahan 1 dapur umum dan 1 Posko Kesehatan 

- Desa Liang Anggang 1 dapur umum 

- Desa Nusa Indah 1 dapur umum 

- Desa Ujung 1 dapur umum 

- Desa Padang 1 dapur umum 

- Desa Bati Bati 2 buah dapur umum 

- Desa Benua Raya 1 buah dapur umum dan 1 Posko Kesehatan. 

 Dalam pelaksanaan penanggulangan bencana banjir dan 

penanganan pengungsian di wilayah Kecamatan Bati Bati pada 

bulan Januari-Februari tahun 2021 yang lalu barjalan lancar tidak 

mendapatkan kendala dan berhasil dengan baik. 

 Akibat dari beberapa titik ruas jalan yang tidak bisa dilalui 

kendaraan umum dan sehingga terjadi kelangkaan bahan pokok 

rumah tangga juga berdampak pada kelangkaan Gas LPJ yang 

bersubsidi. Kejadian ini berlanjut ke bulan bulan berikutnya dan 

harga tidak bisa dikendalikan lagi.  

 Mengamati kejadian ini Bupati Tanah Laut mengambil 

Langkah dengan mengeluarkan Surat Edaran No: 500/ 

2525/TIMWASTIB-GAS/II/TALA/2021 tentang pembentukan  Tim 

Koordinasi Penertiban dan Pengawasam  Distribusi Gas LPG 

tabung 3 Kg Bersubsidi di Tingkat Kecamatan. Menindaklanjuti 

hal tersebut diatas maka Kecamatan Bati Bati membentuk   Tim 

Koordinasi Penertiban dan Pengawasam  Distribusi Gas LPG 

tabung 3 kg bersubsidi. Pelaksanaan kegiatan TIM Kecamatan Bati 

Bati telah melakukan indentifikasi data penduduk yang berhak 
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menerima Gas LPJ 3 kg bersubsidi dapat dilihat seperti dalam 

uraian tabel berikut: 

Tabel 14. Rekapitulasi Penerima Gas LPJ 3 kg Kecamatan Bati Bati 2021 

 
NO 

 
DESA 

Penerima LPJ 3 kg Kategori  
Total Miskin Rentan Miskin Usaha Mikro 

1 Benua Raya 1068 103 41 1212 

2 Bati Bati 994 492 146 1632 

3 Padang 689 333 8 1030 

4 Ujung  580 140 76 796 

5 Ujung Baru 178 463 57 698 

6 Nusa Indah 170 1061 138 1369 

 
NO 

 
DESA 

Penerima LPJ 3 kg Kategori  
Total Miskin Rentan Miskin Usaha Mikro 

  7 Liang Anggag 129 625 25 779 

8 Pandahan 263 338 75 676 

9 Sambangan 122 178 40 340 

10 Bentok Kampung 167 526 39 732 

11 Banyu Irang 562 245 24 831 

12 Bentok Darat 680 168 5 853 

13 
 

Kait Kait 612 11 48 671 

14 Kait Kait Baru 165 467 46 678 

Total 6611 5150 946 12707 

Sumber Data Hasil Pendataan Aparatur Desa 
 

b.  Bencana Non Alam 

Pada tahun awal tahun 2019 World Health Organization (WHO) 

telah menyatakan Corona Virus Disease 19 (COVID-19) sebagai 

pandemic yang telah menyebar ke berbagai negara termasuk di 

Negara Indonesia, penyebaran Corona Virus Disease 19 (COVID-19) 

atau penyakit infeksi emerging terus meningkat dan banyak 

menimbulkan korban jiwa serta kerugian materiil, keadaan ini 

pandemic terjadi sampai sekarang,  sehingga  ditetapkannya status 

tanggap darurat penanganan Corona Virus Disease 19 (COVID-19) 

diseluruh Indonesia. Kabupaten Tanah Laut juga menetapkan 
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Tangap Darurat dengan Keputusan Bupati Tanah Laut Nomor 

188.45/461-KUM/2020 tentang Penetapan Status Tanggap Darurat 

Bencana Penanganan Corona Virus Disease 19 (COVID-19) Di 

Kabupaten Tanah Laut; bahwa berdasarkan pertimbangan 

sebagaimana dimaksud maka dirasa perlu  menetapkan Peraturan 

Bupati tentang Penanggulangan Corona Virus Disease 2019 (COVID-

19) Di Kabupaten Tanah Laut Tahun 2020/2021.  

Kemudian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965; Undang-

Undang Nomor 4 Tahun 1984; Undang-Undang Nomor 24 Tahun 

2007; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009. Peraturan Bupati 

Nomor 36 Tahun 2020 Tentang Penanganan Corona Virus Disease 

19 (Covid-19) Di Kabupaten Tanah Laut, diantaranya bersisi  

tentang:  

1. Ketentuan Umum 

2. Penganggaran 

3. Pelaksanaan dan Penatausahaan 

4. Pertanggungjawaban dan Pelaporan 

5. Monitoring dan Evaluasi 

  Sehubungan dengan hal tersebut diatas Kantor Kecamatan 

Bati Bati pada tahun 2021 membentuk  Tim Satgas penanganan 

Corona Virus Disease 19 (Covid-19)  Nomor: 11 Tahun 2021. Tim 

Satgas Kecamatan memasukan beberapa Instansi baik vertical 

maupun horisontal diantaranya; melibatkan POLRi, TNI, Kesehatan, 

Satpol PP, Kemenag, Dikbud dan Semua Kepala Desa. Pembentukan 

SK Tim Satgas bertujuan agar penanganan pencegahan dan 

penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 19 (Covid-19) dapat 

dilaksanakan secara terpadu dan terarah, sehingga fungsi koordinasi 

dapat dijalankan dengan baik. Kegiatan pencegahan yang dilakukan 

Tim Satgas diantara; 

1). Kegiatan Pencegahan bersifat umum 

-  Melakukan razia penerapan pemakaian masker medis ditempat 

umum,   seperti pasar, tempat ibadah, disekolah dan lain lain. 

-  Penanganan dan pemantauan isolasi mandiri bagi masyarakat 

yang tertular tanpa gejala 
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-  Himbauan kepada masyarakat untuk melakukan pemeriksaan 

Rapid tes atau PCR. 

- Melakukan Razia penerapan pembatasan buka malam hari 

tempat umum seperti warung, cafe dan pasar malam. 

-  Pembatasan jumlah masyarakat kegiatan resepsi perkawinan 

maupun majelis. 

-  Pembatasan jumlah dan jaga jarak saat melakukan rapat rapat. 

2. Kegiatan Pencegahan melalui Vaksianasi 

     Dalam rangka mengurangi penularan untuk memutus 

mata rantai penularan dirasa perlu dilakukan kegiatan yang 

pencegahan dengan meningkat kekebalan antibody terhadap 

serangan virus tersebut. Pemerintah Indonesia pada tahun 2021 

mengambil langkah untuk memberikan vaksinasi Covid19 pada 

semua penduduk. Vaksinasi yang dilakukan ini adalah ikhtiar 

bersama dan bagian usaha semoga pandemi Covid19 segera 

berakhir dengan segera. Coronavirus Disease 2019 (Covid19) 

untuk Anak Usia 6 -11 tahun juga diberikan pada tahun 2022.  

Pelaksanaan vaksinasi yang dilakukan secara serentak tersebut 

bertujuan untuk memberikan perlindungan dan keselamatan 

bagi orang tua dan anak mengingat pembelajaran tatap muka 

sudah dilaksanakan kembali. 

Pada akhir  tahun 2021 mari kita sukseskan pelaksanaan 

vaksinasi yang dilaksanakan secara serentak, semoga dapat 

berjalan dengan lancar Bupati Tanah Laut H. Sukamta 

mengatakan kerja keras semua pihak untuk pelaksanaan 

vaksinasi dapat tercapai sesuai dengan ketetapan pemerintah 

sehingga Tanah Laut agar dapat menurunkan status ke level 1 

atau level aman. Menindaklanjuti  hal ini Bupati Tanah Laut 

mengeluarkan telah mengeluarkan Surat Edaran aegar semua 

sektor terkait dapat membantu pelaksanaan percepatan capaian 

vaksinasi 70% diakhir tahun 2021. Pada akhir tahun hamper 

semua Instansi/Lembaga dilibatkan mulai dari struktur 

Pemerintahan  daerah sampai dengan Instansi vertikal lainnya 

yang ada di daerah seperti, Kepolisian, TNI dan Kemenag ikut 
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terlibat langsung dalam upaya pencapaian target vaksinasi pada 

semua lapisan masyarakat, mulai dari anak 6 tahun sampai para 

lansia jadi sasasaan vaksinasi.  

Menanggapi kebijakan tersebut semua Aparatur Kecamatan,    

Personil Kepolisian, TNI, PGRI, Aparatur Desa dan Perusahaan 

Swasta ikut terlibat langsung dalam upaya pencapaian target 

vaksinasi. dilapangan. Sehingga pada askhir tahun 2021 target 

70% Kecamatan  yang ditarget Bupati dapat dicapai, walaupun 

target secara kecamatan dapat dicapai akan tetapi masih ada 

desa yang belum. Untuk melihat gambaran capaian vaksinasi 

Kecamatan Bati Bati tersebut dapat dilihat melalui tabel berikut; 

Tabel 14. Data Capaian Vaksinasi Perdesa Wilayah Kecamatan 

Bati Bati Tahun 2021 

 
 Sumber Data Rekapan Desa 
 
 
 

4. PEMASALAHAN DAN SOLUSI 

A. Permasalahan 

1. Kecamatan Bati-Bati di Tahun 2021 masih terdapat   hambatan 

dan kendala dalam pelaksanaan program dan kegiatan 

khususnya pada Program Pelayanan Adminstrasi Perkantoran 

baik khusus maupun umum, seperti saat melakukan kegiatan 

Metting Zoom, kegiatan memerlukan Live Streaming, 

NO DESA JML PENDDK
 PDKK 12 TH 

KEATAS 
VAKSIN 1 % VAKSIN 2 %

 BELUM 

VAKSIN 

1 BENUA RAYA 4.467              3.185           2.244      70,45 651          32,5 651         

2 BATI BATI 4.322              3.653           2.175      60 540          15 1.478     

3 PADANG 3.470              2.807           2.191      78 1.476       52,6 616         

4 UJUNG 2.837              2.193           1.820      82,9 1.404       64 416         

5 UJUNG BARU 2.931              2.291           1.144      50 440          19,2 1.147     

6 NUSA INDAH 4.132              3.256           2.587      79,2 2.229       68,2 678         

7 LIANG ANGGANG 3.725              3.038           2.619      86,2 1.312       43,2 419         

8 PANDAHAN 2.667              1.901           1.462      77 307          16 439         

9 SAMBANGAN 1.222              998              811          81,2 187          18,7 144         

10 BENTOK KAMPUNG 2.679              2.070           1.758      84,9 711          34,3 312         

11 BANYU IRANG 2.881              1.995           1.660      83,2 1.183       59,2 335         

12 BENTOK DARAT 4.118              2.887           2.628      84 259          35 259         

13 KAIT KAIT BARU 2.158              1.706           1.571      92 497          29,1 135         

14 KAIT KAIT 2.025              1.507           1.366      90,1 102          6,1 136         

43.634            33.487         26.036    76,92 11.298     34,37 7.165     TOTAL KECAMATAN
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pengambilan gambar foto KTP dan lainya,  Kegiatan tersebut 

sangat bergantung pada penyediaan Komponen Instalasi 

Listrik/penerangan bangunan kantor, terutama pada saat ada 

gangguan aliran listrik PT. PLN atau pada saat pemadaman 

waktu pemeliharaan jaringan listrik  oleh PT PLN, hal ini sangat 

mengganggu pelayanan rutinitas karena sampai tahun 2021 

belum mempunyai fasilitas Generator (Genset).  

2.   Permasalahan lainnya pada Kegiatan Program  Koordinasi 

Konsultasi dan Rapat Rapat masih belum memadai, Karena 

Kecamatan tidak mempunyai anggaran tidak terduga sehingga 

dapat mengganggu fungsi koordinasi dengan pihak terkait 

khususnya saat terjadinya bencana alam yaitu musibah Banjir 

dan terjadinya Pandemi Covid 19 yang sampai saat ini masih 

berlangsung.   

B. Solusi 

a) Dalam rangka menunjang kegiatan fungsi koordinasi antar 

instansi dan lembaga serta sektor terkait lainya di wilayah kerja 

Kecamatan Bati Bati untuk tahun berikutnya perlu menyediakan 

anggaran yang cukup memadai.  

b) Pada permasalahan jaringan listrik/penerangan kantor sudah 

dilakukan untuk penambahan kafasitas daya, akan tetapi untuk 

mengantisifasi pemadaman jaringan listrik perlu adanya 

generator (genset). 

  Dalam rangka untuk mengantisipasi keadaan tersebut pada 

Renja tahun Anggaran 2023 kami usulkan kembali dengan 

kafasitas 15-20 KPA atau 15.000 watt.  

c) Kami berharap langkah  berikutnya menjadi agenda wajib 

Pemerintah Daerah untuk dapat menyediakan dana khusus yaitu 

anggaran tidak terduka pada SKPD Kecamatan. Hal ini 

dimaksudkan agar dalam menanggulangi kejadian bencana 

dapat segera diatasi dengan baik dan cepat. 
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BAB III 

PENYELENGGARAAN TUGAS PEMBANTUAN 
 

A.   Kerjasama Daerah 
 

c. Mitra yang diajak kerjasama 

d. Dasar hukum 

e. Bidang Kerjasama 

f. Nama Kegiatan 

g. Sumber dan Jumlah Kegaiatan 

h. Jangka Waktu Kerjasama 

i. Hasil Out Put dari Kerjasama 

j. Permasalahan Dan Solusi 

B.  Koordinasi dengan Instansi Vertikal di Daerah 

k. Nama forumkoordinasi 

l. Materi dan Koordinasi 

m. Instansi Vertikal dan Terkait 

n. Sumber dan Jumlah Kegiatan 

o. Hasil dan Maaf koordinasi 

(SKPD Tidak Menyelenggarakan Urusan/Kegiatan Dimaksud 
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BAB IV 

PENYELENGGARAAN TUGAS UMUM PEMERINTAHAN  
(SKPD Tidak Menyelenggarakan Urusan/Kegiatan Dimaksud 
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BAB V 

PENUTUP 

A. KESIMPULAN  

Dari penyusunan LKPJ – LPPD Kantor Kecamatan Bati-Bati , dapat 

disimpulkan beberapa hal sebagai berikut :  

1. Program dan Kegiatan yang dilaksanakan Kecamatan Bati Bati pada 

tahun 2021 adalah sebanyak 6 Program  dengan 10  Kegiatan dan 21 

Sub Kegiatan. 

2. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan dari Anggaran yang 

tersedia sebesar Rp. 797.611.167,- dengan  realisasi serapan 

keuangan  adalah berjumlah Rp.  609.504.380,- atau mencapai 

76,41%, dari dana yang tersedia, Adapun capaian hasil kinerja 

fisiknya sebesar 98%. 

3. Kondisi sarana dan prasarana yang digunakan untuk melakukan 

pelayanan dasar sudah cukup memadai, hanya perlu adanya 

peningkatan kinerja aparatur dalam meningkatkan pelayanan yang 

Prima (dasar) yang standar terhadap masyarakat, baik aparatur 

daerah maupun desa. 

4. Permasalahan atau hambatan yang dialami oleh Kecamatan Bati-Bati  

dalam mewujudkan tujuan dan Sasaran SKPD yang ingin dicapai 

perlunya peningkatan potensi dan semangat kerja aparatur (ASN) 

Kecamatan dalam pencapaian target kinerja yang maksimal.  

 

B.  KEBERHASILAN TAHUN 2021 

Kecamatan Bati-Bati pada Tahun 2021 secara keseluruhan 

untuk pelaksanaan pelayanan umum tidak menemui hambatan yang 

berarti dalam melaksanakan program dan kegiatan. Kantor 

Kecamatan Bati Bati pada tahun  2021 untuk Urusan Penunjang 

Pemerintahan Daerah dengan anggaran yang disediakan Pemerintah 

Kabupaten Tanah Laut sebesar Rp. 797.611.167,-. Kegiatan tersebut 

telah dilaksanakan oleh semua Pelaksana Pejabat Teknis Kegiatan 
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(PPTK) bersama staf dan pihak terkait lainnya  dengan capaian 

realisasi keuangannya adalah sebesar Rp. 609.504.380,- atau 

mencapai 76,41% serapan dananya dengan capaian kinerja fisik 

sebesar 98%.  

Tahun 2021 ini Kecamatan Bati-Bati juga telah berhasil 

mecapai target pendapatan.  Target  Pendapatan Daerah di Kecamatan 

Bati Bati ditargetkan Rp. 11.895.000,-.Keberhasilan target yang telah 

dicapai sebesar Rp. 12.279.600,- atau 103,23% dari target yang 

ditetapkan. Capaian target Pendapatan tersebuat atas kerjasama 

semua pengelola program  dan pihak terkait lainnya yang ikut 

membantu. Semoga capaian target tahun 2021 ini selalu dapat 

dipertahankan ditahun-tahun selanjutnya dan dapat lebih 

ditingkatkan lagi untuk menambah Pendapat Asli Daerah (PAD) 

Kabupaten Tanah Laut. 

       
      Bati-Bati,10 Februari 2022 

              Camat Bati-Bati 
 

 
 
      H. RUDIANSYAH, S.Pd, MM 

      NIP.19640816 198305 1 001 
 
 

 

 

 

 

 






























